TINJAUAN STYASAH TANFIZIYAH TERHADAP
IMPLEMENTASI PASAL 5 HURUF C PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 06

TAHUN 2016 TENTANG PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
(Studi di Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Tanggamus)

SKRIPSI

RIZKA AMALINA RANITO
NPM : 2021020218

Cara
-\

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/ 2024 M



TINJAUAN S7YASAH TANFIZIYAH TERHADAP
IMPLEMENTASI PASAL 5 HURUF C PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 06

TAHUN 2016 TENTANG PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
(Studi di Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Tanggamus)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Strata 1 dalam limu Syariah

Oleh
RIZKA AMALINA RANITO
NPM : 2021020218

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)

Pembimbing I : Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.
Pembimbing 11 : Erik Rahman Gumiri, M.H.

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M



PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan
No Arab Latin No Arab Latin
1 [ - 16 L t
2 o B 17 L z
3 < T 18 ¢
4 & $ 19 ¢ G
5 z J 20 < F
6 z h 21 a Q
7 z Kh 22 S
8 2 D 23 J L
9 3 z 24 A M
10 D R 25 J N
11 D z 26 3 w
12 o S 27 -2 H
13 o Sy 28 . '
14 ua s 29 ¢ Y
15 e d
Vokal Pendek Vokal Panjang Diftong
K = kataba J6 = gala X = kaifa
Gl = su'ila U8 = qila Js = haula
&A= yazhabu J35& = yaqilu




ABSTRAK

Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang
meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya
bencana, meliputi pra bencana, tanggap darurat, pemulihan segera
(early recovery) dan pasca bencana. Banjir yang terjadi karena
meluapnya Sungai Sukaraja, yang tidak mampu menampung debit air
yang masuk, menyebabkan sebagian wilayah Kecamatan Semaka
terutama Pekon Sukaraja, Sedayu, Bangunrejo, dan Kacapura
tergenang. Dampaknya berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi
masyarakat. Dalam rangka meminimalisir dampak, pemerintah
melakukan berbagai upaya dengan mengoptimalkan penyelenggaraan
penanggulangan bencana.

Rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai bagaimana
Implementasi Pasal 5 huruf c¢ Peraturan Daerah Kabupaten
Tanggamus Nomor 06 tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana
Daerah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Tanggamus dan bagaimana Tinjauan Siyasah Tanfiziyah terhadap
Implementasi Pasal 5 huruf ¢ Peraturan Daerah Kabupaten
Tanggamus Nomor 06 tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana
Daerah-di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Tanggamus. Jenis penelitian 'ini adalah lapangan (Field Research),
bersifat deskriptif dan sumber yang digunakan sumber data primer dan
sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan-dengan observasi,
dokumentasi dan wawancara dengan BPBD.. Kabupaten Tanggamus,
Palang Merah Indonesia Kabupaten Tanggamus, dan Tim Siaga
Bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT) untuk memperoleh informasi
akurat. Setelah semua data terkumpul, maka data diolah dan dianalisis
secara deskriptif kualitatif dan kemudian ditarik kesimpulan secara
deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, implementasi yang
dilaksanakan oleh BPDB Kabupaten Tanggamus dalam melaksanakan
Penanggulangan bencana belum sesuai dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016 tentang
Penanggulangan Bencana Daerah. Upaya penanggulangan bencana
pada tahap Pra Bencana belum sepenuhnya maksimal terutama pada
pembuatan tanggul. Sehingga hal ini sarana dan prasarana dalam
upaya penanggulangan bencana tersebut tidak memadai, baik dari segi
financial (keuangan), maupun sosialisasi yang kurang sehingga kerja



sama dengan masyarakat dalam upaya menjaga lingkungan masih
perlu ditingkatkan untuk mencapai kemaslahatan bersama. Dalam
perspektif siyvasah tantiziyah upaya penanggulangan bencana yang
dijalankan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Tanggamus sudah selaras dengan siyasah tantiziyah hal ini didasarkan
pada Q.S. An-Nisa' [4] : 58 yang memerintahkan kewajiban sikap
amanah seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya.

Kata Kunci : Penanggulangan Bencana, Peraturan Daerah, Siyasah
Tanfiziyah
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Sebagai langkah awal guna mempermudah dalam memahami
judul yang akan diteliti agar terhindar dari kesalahpahaman, maka
peneliti merasa perlu melakukan penegasan dengan menguraikan
secara singkat istilah-istilanh dalam judul skripsi, “Tinjauan
Siyasah Tanfiziyah terhadap Implementasi Pasal 5 huruf c
Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun
2016 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Studi di
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Tanggamus)” dengan uraian yakni sebagai berikut:
1. Siyasah Tanfiziyah
Siyasah tanfiziyah berasal dari dua kata yaitu siyasah
dan ranfiziyah. |stilah siyasah berasal dari kata sasa-yasusu-
siyasah yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus
atau membuat keputusan. Secara harfiah siyasah memiliki arti
pemerintahan, pengambilan” keputusan, pembuat kebijakan,
pengurusan, pengawasan perekayasaan, dan arti lainnya.'
Siyasah—Tanfiziyah merupakan bagian—figh siyasah yang
membahas..mengenai pelaksanaan undang-undang.” Siyasah
Tanfiziyah merinci pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan
konsep  ketatanegaraan, sistem pemerintahan  dan
administrasi.
2. Pasal 5 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus
Nomor 06 Tahun 2016
Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06
Tahun 2016 merupakan salah satu Peraturan Pemerintahan
yang membahas terkait penanggulangan bencana daerah di
Kabupaten Tanggamus. Disamping itu, Peraturan Daerah ini
juga mengatur beberapa hal, dimana salah satunya mengatur

! A. Djazuli, Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam
Rambu-rambu Syariah, 5 ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 2009).

2 Muhammad Igbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta;
Kencana, 2014).158
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terkait fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tanggamus. Dimaksud pada bab Il Pasal 5 huruf
c bahwa BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana berfungsi sebagai Pelaksana pada pra bencana,
keadaan darurat, dan pasca bencana.

3. Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya
yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang
beresiko timbulnya bencana, meliputi pra bencana, tanggap
darurat, pemulihan segera (early recovery) dan pasca
bencana.’

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat
dijelaskan bahwa maksud judul penelitian ini adalah untuk
meninjau atau menyelidiki Implementasi Pasal 5 huruf c
Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun
2016 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah, yang
kemudian dilihat dengan Siyasah Tanfiziyah apakah sesuai
atau tidak.

B. Latar Belakang Masalah

Sesuai ~dengan . pembukaan Undang-Undang -Dasar 1945
alinea ke empat yang menyatakan bahwa “Negara melindungi
segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
serta memajukan kesejahteraan umum”. Pernyataan ini
menyiratkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan
perlindungan terhadap hak-hak dasar, termasuk perlindungan dan
hak agar bebas dari rasa takut, ancaman, resiko termasuk dampak
bencana. Perlindungan atas hak-hak dasar ini menjadikan suatu
kewajiban pemerintah untuk diwujudkan dalam bentuk program-
program yang sesuai dengan pernyataan tersebut.*

3 Lihat Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang
Penanggulangan Bencana, Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun
2016 Pasal 1 ayat 14 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

* Anwar Musyadad, “Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd)
Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Lebak,” (Skripsi, Universitas
Sultan Ageng Tirtayasa, 2015).
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Sejalan dengan tujuan konstitusi yang telah disebutkan di atas,
maka menjadi sebuah keharusan bagi pemerintah untuk
melakukan perlindungan dalam hal penanggulangan bencana
yang dimuat dalam suatu lingkup manajemen bencana (disaster
management) yang efektif dan efisien, khususnya dalam
penanggulangan bencana banjir. Penanggulangan bencana banjir
memang tidak bisa dilakukan oleh pihak pemerintah saja, akan
tetapi butuh keterlibatan seluruh pihak termasuk masyarakat juga
wajib berpartisipasi dalam penanganan masalah banjir ini.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain
berupa banjir, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan
kejadian lain yang disebabkan oleh faktor alam. Bencana alam
dapat menyebabkan kerusakan berupa sarana prasarana maupun
struktur sosial yang sifatnya mengganggu kelangsungan hidup
masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus memiliki
program Penanggulangan Bencana, yang termaktub dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016
tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

Oleh karena hal /tersebut, Pemerintah membuat Undang-
Undang. tentang. Penanggulangan Bencana yang dituangkan
dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana. Undang-Undang ini dibuat sebagai
payung hukum mengenai proses penyelenggaraan
penanggulangan bencana di Indonesia. Penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan Undang-Undang ini
mengatur mulai dari prabencana, pada saat bencana hingga proses
pemulihan pasca bencana.

Dalam Islam, ada beberapa definisi terkait kata bencana,
pertama musibah yang mencakup segala peristiwa yang
berdampak positif dan negatif. Kedua, Adzab yang berarti
siksa/hukuman digunakan dalam Al-Qur’an yang berhubungan
dengan umat Nabi Muhammad. Ketiga, bala’ yang berarti
ujian, tetapi tidak identik dengan penderitaan atau
kesengasaraan. Keempat, fitnah bisa dikatakan salah satu



bagian dari bencana, karena bagian dari kekafiran dan
kesusahan.

Allah menyampaikan bahwa salah satu ujian kehidupan
manusia di muka bumi adalah berupa bencana atau musibah.
Bencana alam salah satu musibah juga yang bisa kita alami.
Sebagaimana firman Allah swt. Dalam Q.S. Al-Bagarah : 155 :
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“Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan
kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan.
Sampaikanlah (wahai Nabi Muhammad,) kabar gembira
kepada orang-orang sabar.” (Q. S. Al-Bagarah [2]: 155)

Sebagai umat Islam, kita harus yakin bahwa bencana alam
bisa diatasi dan Allah SWT akan memberikan jalan keluar dari
segala ujian yang kita hadapi. Disini membutuhkan keyakinan,
keimanan, dan ketagqwaan yang.sangat kuat.

Bencana juga dapat’ terjadi karena ulah tanganmanusia.
Seperti menebang pohon sembarangan, membuang sampah atau
limbah sembarangan, tidak menjaga keseimbangan alam, hingga
menggunakan bahan-bahan- kimia yang merusak alam semesta.
Untuk itu, bencana alam sangat wajar terjadi jika manusia
melakukan hal-hal yang merusak. Misalnya saja banjir,
kebakaran hutan, pemanasan global, kekeringan, dsb.

Adapun hadist yang menjelaskan terkait bencana sebagai
berikut:
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“Hai orang-orang Muhajirin, lima perkara; jika kam
ditimpa lima perkara ini, aku mohon perlindungan kepada Allah
agar kamu tidak mendapatinya: Perbuatan keji (seperti: bakhil,
zina, minum khomr, ;judi, merampok dan lainnya) tidaklah
dilakukan pada suatu- masyarakat dengan terang-terangan,
kecuali-_akan tersebar wabah penyakit tho un-dan penyakit-
penyakit lainnya yang tidak ada pada orang-orang dahulu yang
telah lewat, .Orang-orang tidak-~mengurangi takaran dan
timbangan, kecuali mereka akan disiksa dengan paceklik,
kehidupan susah, dan kezholiman pemerintah, Orang-orang tidak
menahan zakat hartanya, kecuali hujan dari langit juga akan
ditahan dari mereka. Seandainya bukan karena hewan-hewan,
manusia tidak akan diberi hujan, Orang-orang tidak
membatalkan perjanjian Allah dan perjanjian Rasul-Nya, kecuali
Allah akan menjadikan musuh dari selain mereka (orang-orang
kafir) menguasai mereka dan merampas sebagian yang ada di
tangan mereka, Dan selama pemimpin-pemimpin (negara,
masyarakat) tidak menghukumi dengan kitab Allah, dan memilih-
milih sebagian apa yang Allah turunkan, kecuali Allah
menjadikan permusuhan di antara mereka.” (HR lbnu Majah)

5 Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, Sunan
Ibn Majah, Juz 1, (Beirut: Daar al-Jail, 1998), 507.



Kabupaten Tangamus secara geografis, geologis, hidrologis,
dan demografis termasuk dalam wilayah rawan bencana alam,
non alam, dan bencana sosisal yang dapat menimbulkan korban
jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak
psikologis bagi masyarakat. Salah satu bencana alam yang terjadi
adalah banjir yang menimpa pekon Sukaraja kecamatan Semaka
kabuptaen Tanggamus pada bulan Agustus tahun 2021.
Sepanjang tahun 2021, Kabupaten Tanggamus terutama
Kecamatan Semaka telah beberapa kali dilanda banjir sehingga
menyebabkan masyarakat yang tinggal dibantaran sungai menjadi
resah.

Dikarenakan banjir yang terjadi menyebabkan kerugian yang
cukup besar, kerugian tersebut seperti kerusakan rumah, jalan
raya, jalan poros desa, dan sawah. Pada pertengahan tahun 2021,
bencana banjir Kecamatan Semaka tergolong cukup besar karena
merendam empat wilayah pekon yang ada di Kecamatan Semaka.
Pekon yang terdampak banjir yaitu, pekon Sukaraja, Pekon
Sedayu, Pekon Bangunrejo dan Pekon Kacapura.

Bencana banjir yang .menimpa. pekon Sukaraja-ini sangat
merugikan masyarakat. Mulai dari. menghambat aktivitas dan
mobilitas ~masyarakat, hingga menimbulkan kerugian materil
yang tidak sedikit. Banjir-ini terjadi akibat intensitas curah hujan
yang tinggi, serta adanya keluhan dari masyarakat mengenai
tanggul yang jebol. Warga mengeluhkan jebolnya tanggul ini
akibat kurang maksimalnya upaya pemerintah dalam pembuatan
tanggul yang hanya terbuat dari tanah yang dikeringkan. Padahal
jelas, pembuatan tanggul merupakan salah satu upaya pemerintah
yang harus dilakukan secara maksimal dalam penanggulangan
bencana guna memberikan perlindungan bagi masyarakat.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06
Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah BAB llI
Pasal 5 dijelaskan bahwa: BPBD (Badan Penanggulangan
Bencana Daerah) dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana mempunyai fungsi :

a. koordinasi pada pra bencana, keadaan darurat, dan pasca
bencana;



b. komando pada keadaan darurat;
c. pelaksana pra bencana, keadaan darurat, dan pasca bencana.’

Memaknai pasal di atas, meski Peraturan Daerah Kabupaten
Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016 telah dilaksanakan, nyatanya
bencana banjir masih sering terjadi di Kabupaten Tanggamus,
sehingga masih terdapat adanya kesenjangan antara Peraturan
Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016 tepatnya
pasal 5 huruf ¢ dengan fakta yang terdapat di lapangan. Yang
mana dalam hal ini berfokus pada fungsi BPBD kabupaten
Tanggamus dalam hal pelaksanaan pra bencana di wilayah
kabupaten Tanggamus. Penanganan serius terhadap masalah
banjir ini penting agar tidak menyebabkan dampak negatif secara
sosial dan ekonomi bagi masyarakat serta mencegah dampak
berkepanjangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut perlu adanya peninjauan
lebih lanjut sehingga peneliti berfokus pada penelitian “Tinjauan
Siyasah Tanfiziyah terhadap Implementasi Pasal 5 huruf c
Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016
Tentang Penanggulangan. Bencana Daerah  (Studi di Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus)”.

C. Fokus dan sub-fokus Penelitian
Untuk memperjelas arah penelitian, “Tinjauan Siyasah

Tanfiziyah terhadap Implementasi Pasal 5 huruf c Peraturan

Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016 Tentang

Penanggulangan Bencana Daerah”, fokus dan sub-fokus penelitian

tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Fokus penelitian ini adalah Implementasi Pasal 5 huruf c
Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun
2016 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

2. Sub-fokus penelitian ini adalah bagaimana Tinjauan Siyasah
Tanfiziyah Terhadap Implementasi Pasal 5 huruf ¢ Peraturan

® pasal 5 huruf ¢ Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06
Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah



Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016
Tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah:

Bagaimana Implementasi Pasal 5 huruf ¢ Peraturan Daerah
Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016 Tentang
Penanggulangan Bencana Daerah (Studi di Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus)?
Bagaimana  Tinjauan  Sivasah  Tanfiziyah  terhadap
Implementasi Pasal 5 huruf ¢ Peraturan Daerah Kabupaten
Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan
Bencana Daerah (Studi di Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Tanggamus)?

E. Tujuan Penelitian

F.

Berdasarkan permasalahan diatas yang telah dirumuskan,

maka tujuan penelitian yaitu:
1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 5 huruf ¢ Peraturan

Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016
Tentang. Penanggulangan Bencana Daerah (Studi di Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus).
Untuk mengetahui- Tinjauan Siyasah Tanfiziyah terhadap
Implementasi Pasal 5 huruf ¢ Peraturan Daerah Kabupaten
Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan
Bencana Daerah (Studi di Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Tanggamus).

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah sebagai
berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini berguna untuk memberikan wawasan keilmuan
terkait hukum siyasah yang berfokus pada Implementasi
Pasal 5 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus
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Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Bencana
Daerah, sebagai bentuk Penanggulangan Bencana yang baik.
2. Secara Praktis

lImu pengetahuan ini  berguna untuk memberikan
pengetahuan bagi masyarakat sekitar terkait
Penanggulangann Bencana yang terdapat dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016
Tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan
Agar dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan
penelitian, maka diperlukan beberapa penelitian terdahulu
diantaranya:

1. Skripsi Rangga Larama (2020) dengan judul skripsi “Peranan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Provinsi
Dalam Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi Di
Lombok”. Dalam skripsi ini memaparkan bagaimana peranan
BPBD dalam menanggulangi bencana alam gempa bumi yang
terjadi di Lombok NTB. Hasil penelitian ini_menunjukkan
bahwa ada beberapa kendala pada saat menghadapi bencana
gempa bumi pada tahun 2018 yaitu; Koordinasi antar lintas
sektor yang-dimana sudah baik tapi belum-optimal, SDM yang
juga terbatas, lokasinya - sangat luas dan membutuhkan
sumberdaya dari luar daerah. ‘Ini di sebabkan karena anggota
pada BPBD dalam hal menangani juga terbatas sehingga
membutuhkan sumber dari luar seperti PMI dan alat berat
untuk mengevakuasi korban bencana gempa bumi.” Penelitian
Rangga Larama terdapat persamaan dan perbedaan dengan
penelitian yang dilakukan oleh penulis, adapun persamaannya
yaitu sama-sama membahas tentang kinerja dari Badan
Penanggulangan Bencana Daerah. Sedangkan perbedaannya
yaitu dari segi objek penelitian, Rangga Larama
mengidentifikasi terkait bencana gempa bumi, sedangkan
penulis mengidentifikasi terkait bencana banjir. Adapun

7 Rangga Larama, “Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Provinsi dalam Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi di Lombok™
(Skripsi, Universitas Muhammadiah Mataram ) 2020.
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perbedaan terkait lokasi penelitian, Rangga Larama
melakukan penelitian di Lombok, sedangkan penulis meneliti
di Kabupaten Tanggamus. Adapun pisau analisa yang
digunakan juga berbeda, penelitian Rangga Larama
menggunakan teori Administrasi Publik. Sedangkan penulis
menggunakan pisau analisa Siyasah Tanfiziyah.

. Skripsi Syafa A’ina (2022) dengan judul “Mitigasi Bencana

Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam
Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Ancaman Bencana Alam
Banjir Di Kota Tanjungpinang”. Dalam skripsi ini
menganalisis bagaimana mitigasi bencana oleh BPBD dalam
peningkatan kewaspadaan terhadap ancaman bencana banjir
di Kota Tanjungpinang. Hasil dari penelitian menunjukkan
bahwa mitigasi bencana dalam peningkatan kewaspadaan
sudah berjalan dengan baik, tetapi masih banyak yang perlu
ditingkatkan, terutama dalam proses komunikasi terhadap
masyarakat =~ agar mampu  memaksimalkan  tingkat
kewaspadaan dan  kesiapsiagaan  masyarakat  dalam
menghadapi ancaman bencana banjir. Penelitian Syafa A’ina
terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang
dilakukan oleh penulis, adapun persamaannyayaitu sama-
sama membahas tentang Upaya yang dilakukan olen BPBD
dalam  menanggulangi  bencana  banjir.  Sedangkan
perbedaannya yaitu dari segi lokasi penelitian, Syafa A’ina
melakukan penelitian di Kota Tanjung Pinang Provinsi Riau,
sedangkan penulis meneliti di Kabupaten Tanggamus Provinsi
Lampung. Pada skripsi Syafa A’ina lebih berfokus pada upaya
mitigasi atau kegiatan sebelum bencana terjadi, namun dalam
penelitian penulis berfokus kepada penanggulangan bencana
pada pasca bencana. Adapun pisau analisa yang digunakan
juga berbeda, penelitian Syafa A’ina menggunakan 6
Indikator teori William Nick Carter yakni indikator Kerangka
Hukum, Indikator Kelembagaan, Indikator Kesadaran
Masyarakat, Indikator Pelatihan dan pendidikan Mitigasi
Bencana, Indikator Insentif, dan Indikator Sistem Peringatan
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Dini. Sedangkan penulis menggunakan pisau analisa Siyasah
Tanfiziyah®

3. Jurnal Aurellia Chintia Deby, Yaqub Cikusin, Roni
Pindahanto W (2019) dengan judul “Peran Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Dalam Tahap
Kesiapsiagaan (Studi Pada Kantor BPBD Kota Batu)
Aurellia”. Pada penelitian ini memaparkan bagaimana faktor
pendorong serta penghambat BPBD dalam tahap
kesiapsiagaan penanggulangan bencana kota batu. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa peran BPBD ada tiga yakni
pada saat prabencana dengan mengadakan sosialisasi dan
kajian-kajian dan membuat peta rawan bencana sehingga
dapat mengetahui potensi bencana dan dapat meminimalisir
adanya korban jiwa maupun kerugian harta benda. Yang
kedua pada saat bencana BPBD membantu pertolongan,
penyelamatan, pemberian hunian sementara, pemenuhan
kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan dan kebutuhan air
bersih maka di tuntut sarana prasarana yang memadai setelah
terjadi nya bencana yaitu pasca bencana yang-dimana tahap
ini adalah tahap pemulihan dan rehabilitasi rekonstruksi yang
dimana tahap ini adalah tahap pemulihan-setelah terjadi
bencana baik itu kondisi lingkungan dan rumah wargaa yang
terkena dampak bencana.’ Penelitian Aurellia dkk ini terdapat
persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan
olen penulis, adapun persamaannya Yyaitu sama-sama
menganalisis Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah
khususnya dalam tahap  kesiapsiagaan.  Sedangkan
perbedaannya vyaitu dari segi lokasi penelitian, Heru
melakukan penelitian di Kota Batu, Malang, Provinsi Jawa
Timur, sedangkan penulis meneliti di Kabupaten Tanggamus

® Syafa A’ina, “Mitigasi Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Dalam Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Ancaman Bencana Alam Banjir
Di Kota Tanjungpinang,” (Skripsi, Universitas Maritim Raja Ali Haji
Tanjungpinang), 2022.

® Aurellia Chintia Deby, Yaqub Cikusin, dan Roni Pindahanto W, “Peran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Tahap Kesiapsiagaan ( Studi
Pada Kantor BPBD Kota Batu),” Jurnal Respon Publik Volume 13, no. 3 (2019): 34,
http://riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/3695.
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Provinsi Lampung. Penelitian Aurellia dkk dianalisis dengan
menggunakan model analisi dan interaktif yang dikemukakan
oleh Miles dan Huberman (1994). Sedangkan penelitian
penulis ditinjau dengan Siyasah Tanfiziyah.

. Jurnal Ayu Anggita Sari (2020), dengan judul “Peran Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Manajemen Bencana
Banjir Di Kabupaten Gresik”. Dari hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat empat faktor utama yang dapat
menimbulkan bencana-bencana tersebut menimbulkan banyak
korban dan kerugian besar, yaitu: 1. Kurangnya pemahaman
terhadap karakteristik bahaya (hazards). 2. Sikap atau perilaku
yang mengakibatkan  penurunan  sumberdaya alam
(vulnerability). 3. Kurangnya informasi atau peringatan dini
(early warning) yang menyebabkan Kketidaksiapan. 4.
Ketidakberdayaan atau ketidakmampuan dalam menghadapi
ancaman bahaya. (Bencana, 2007).'° Persamaan penelitian ini
dengan. penelitian penulis yakni sama-sama menganalisis
peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap
bencana banjir. Sedangkan perbedaannya terletak pada segi
fokus penelitian dimana penelitian Ayu dkk berfokus pada
tanggap darurat bencana, sedangkan penelitian penulis lebih
berfokus pada pra-bencana. Selain itu, perbedaan juga dapat
dilihat dari segi konsep.yang digunakan. Penelitian Ayu dkk
menggunakan  konsep  hukum  konvensional  untuk
menganalisis perda Penanggulangan Bencana Daerah,
sedangkan penelitian penulis menggunakannn konsep hukum
syariah untuk menganalisis objek kajian yang sama, yakni
perda Penanggulangan Bencana Daerah. Perbedaan lainnya
juga terletak pada segi lokasi penelitian dimana penelitian ayu
dkk berlokasi di kabupaten Gresik, Jawa Timur, sedangkan
penelitian penulis di kabupaten Tanggamus, Lampung.

. Jurnal Sri Heryati (2020), dengan judul “Peran Pemerintah

Daerah Dalam Penanggulangan Bencana”. Pada penelitian ini

0 Ayu Anggita Sari, Alifa Asta Sabilla, dan Diana Hertati, “Peran Badan

Penanggulangan Bencana Daerah dalam manajemen bencana banjir di Kabupaten

Gresik, ”

Jurnal, Global Health Volume 2, no. 5 (2020): 24,

https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v2i5.252.
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menjelaskan bahwa pemerintah dapat menunjukkan perannya
dalam penanggulangan bencana melalui 5 (lima) aspek, yaitu
aspek legislasi, kelembagaan, perencanaan, pendanaan, serta
pengembangan kapasitas. Hasil penelitian menunjukkan,
pemerintah telah mengambil langkah strategis guna mengatasi
risiko dan dampak bencana alam melalui pembentukan BNPB
di tingkat pusat dan BPBD di tingkat daerah.'’ Persamaan
penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama
menganalisis peran Pemerintah dalam menanggulangi
bencana. Sedangkan perbedaannya terletak dari segi
penggunaan konsep dan pemilihan objek, penelitian ini lebih
spesifik. Sementara itu, penelitian Sri Heryati (2020) belum
terlalu dikhususkan kajiannya. Dapat dilihat bahwa penelitian
Sri Heryati  (2020) menganalisis Perda mengenai
penanggulangan bencana daerah dengan menggunakan konsep
hukum  konvensional. Sementara = itu, penelitian ini
memanfaatkan konsep hukum syariah untuk menganalisis
perda mengenai penanggulangan bencana daerah.

H. Metode Penelitian
Agar. sistematisnya tepat dalam pencapaian tujuan penelitian
ini maka metode yang digunakan adalah :
1. Jenis Penelitian
Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian
lapangan (field research), vyaitu suatu penelitian yang
dilaksanakan secara intensif dan terperinci terhadap suatu
obyek yang diinginkan dengan mempelajari berbagai data
penguat atau pendukung suatu kasus.? Mengingat penelitian
ini adalah jenis penelitian lapangan maka dalam pengumpulan
data dilakukan pengolahan data-data yang bersumber dari
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  Kabupaten
Tanggamus.

1 Sri Heryati, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan
Bencana,” Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP) 2, no. 2 (2020):
139, https://doi.org/10.33701/jpkp.v2i2.1088.

12 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Sosial (Yogyakarta, Gadjah Mada
University 1998), 71.



14

2. Sifat Penelitian
Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif
analisis, yang bertujuan mendeskripsikan apa yang saat ini
berlaku.** Dalam mengumpulkan data lapangan yang valid
harus menggunakan beberapa teknik pengumpulan data
seperti dokumentasi dan wawancara.’* Dalam penelitian ini
akan mendeskripsikan tentang Tinjauan Siyasah Tanfiziyah
Terhadap Implementasi Pasal 5 huruf ¢ Peraturan Daerah
Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016 Tentang
Penanggulangan Bencana Daerah.
3. Sumber Data
Adapun sumber data penelitian terdiri dari :
a. Data Primer
Data Primer merupakan suatu data yang diperoleh
oleh peneliti secara langsung dari sumber yang akan
diteliti berupa observasi, wawancara, dan lain-lain."”
Dalam hal ini peneliti memperoleh data dengan terjun ke
lapangan yang akan dijadikan penelitian dan melakukan
wawancara dengan partisipatif yang dianggap tepat untuk
memberikan keterangan-keterangan tentang penelitian
ini, yaitu kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tanggamus, Palang Merah Indonesia
Kabupaten Tanggamus, Siaga Bencana (SIBAT) Pekon
Sukaraja dan Pekon Kacapura, serta warga Yyang
terdampak banjir di pekon Sukaraja Kecamatan Semaka
Kabupaten Tanggamus.
b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan sumber informasi yang
menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam
melengkapi suatu analisis.’® Data sekunder merupakan

3 Ibid

14 M. S. Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Jakarta:
Pradigma, 2005), 58.

15 Harahap et al., Buku Metode Penelitian Kualitatif, ed. oleh Husnu Abadi,
Repository.Uinsu.Ac.ld, Cetakan | (Yogyakarta: CV. Pustaka lImu Group Yogyakarta,
2020)., Buku Metode Penelitian Kualitatif. (CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta,
2020)

18 susiadi, Metodologi Penelitian. (Bandar Lampung,2015), 95.
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data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya
yang berupa laporan, profil, buku pedoman, atau
pustaka.'”  Dalam hal ini peneliti memperoleh data
dengan cara membaca laporan, membaca profil dan juga
membaca buku-buku mengenai apa saja yang berkaitan
dengan judul skripsi.
4. Informan
Informan adalah subyek penelitian yang dapat
memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan
yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian ini,
informan terbagi menjadi'®; 1. Lamsir Dani, S.E. : Kepala Sub
Bagian Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tanggamus; 2. Cahyo Dwi Nugroho, S.E. : Kepala
Bidang Kedaruratan & Logistik Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus; 3. Encep Saptoni :
Kepala Markas Palang Merah Indonesia Kabupaten
Tanggamus; 4. Dedi Hartono : Ketua SIBAT (Siaga Bencana
Berbasis Masyarakat) Pekon Sukaraja; 5. Lia Ferliana :
Anggota SIBAT (Siaga Bencana Berbasis Masyarakat) Pekon
Kacapura; 6. Anas Zulvian : Warga pekon Sukaraja yang
terdampak banjir.
5. Teknik Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan.-data penelitian perlu dilakukan
teknik pengumpulan data yang benar, karena tanpa
mengetahui  teknik pengumpulan data, peneliti akan
mendapatkan data yang tidak memenuhi standar data yang
sudah ditentukan. Menurut Sugiono, teknik pengumpulan data
adalah langkah yang paling utama dalam penelitian untuk
memperoleh data.’® Oleh karena itu, dalam penelitian ini

' Harahap et al., Buku Metode Penelitian Kualitatif. (CV. Pustaka llmu
Group Yogyakarta, 2020)

¥ Ade Heryana, “Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian
Kualitatif,” Sistem Informasi Akuntansi: Esensi dan Aplikasi, 2015, 14,
eprints.polsri.ac.id.

9 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif,
Kualitatif, dan R&D), (Bandung: CV. Alfabeta, 2015).
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peneliti mendapatkan data menggunakan teknik sebagai
berikut :
a. Wawancara
Menurut Esterberg dalam Sugiono menjelaskan
interview atau wawancara merupakan pertemuan antara
dua orang yang saling bertukar informasi dan juga ide
melalui diskusi atau tanya jawab, sehingga informasi
dan ide tersebut dapat dikonstruksikan makna dalam
suatu topik yang ditentukan.?® Teknik wawancara ini
merupakan teknik utama bagi peneliti dalam
memperoleh data-data dari tempat penelitian yang
akurat dan dapat dipertanggujawabkan didalam
penelitian  ini  terutama  berkaitan = mengenai
Implementasi Pasal 5 huruf ¢ Peraturan Daerah Nomor
06 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Tanggamus.
b. Dokumentasi
Dokementasi merupakan hasil pencatatan yang
dihasilkan dari peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen
tersebut dapat berbentuk gambar, tulisan, karya-karya,
atau gambar.”® Teknik pengumpulan data dengan
menggunakan dokumentasi adalah cara memperoleh
data yang lebih-mudah dibandingkan dengan teknik
yang lain, hal ini dikarenakan teknik dokumentasi
mempunyai keunggulan yaitu, biaya yang lebih
terjangkau, waktu dan tenaga yang lebih efisien.?
6. Teknik Pengolahan Data
a. Pemeriksaan data (editing) yaitu pengecekan atau
pengoreksian data yang telah dikumpulkan, yang bertujuan
untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan didalam
pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi suatu

2% pid.

*! bid.

22 Harahap et al., Buku Metode Penelitian Kualitatif. (CV. Pustaka llmu
Group Yogyakarta, 2020)
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data sudah benar atau relevan dengan data penelitian
dilapangan ataupun dari literatur.?

b. Systematizing atau sistematisasi, yaitu “menempatkan data
menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan
masalah”, yang dimaksud dalam hal ini yaitu,
mengelompokkan data secara sitematis data yang sudah
diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi dan urutan
masalah?*.

7. Teknik Analisis Data

Setelah data terhimpun melalui penelitian yang
dilakukan maka selanjutnya data dapat dianalisis
menggunakan metode kualitatif yaitu suatu prosedur
penelitian yang menghabiskan data tertulis maupun lisan dari
orang-orang.”® Penelitian ini juga bersifat deskriptif yaitu
dengan mendeskripsikan atau menggambarkan terhadap objek
yang diteliti melalui data-data yang telah dikumpulkan
selanjutnya penulis menganalisis data tersebut agar dapat
ditarik kesimpulan. Penelitian ini juga menggunakan analisis
kualitatif yang besifat induktif yaitu suatu analisis-berdasarkan
data yang diperoleh. Analisis ini bertujuan untuk‘-memberikan
gambaran objektif mengenai subjek penelitian berdasarkan
data yang di peroleh.

I. Sistematika Pembahasan
Pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam Lima bab dan
setiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, sistematika penulisan
dalam penelitian ini:

2 Emzir, Metodelogi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, (Bandung: PT
Grafindo Persada, 2010), 56.

24 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung:
PT.Citra Aditya Bakti, 2004),

° Hadi Sutrisno, Metode Research (Yogyakarta: Yayasan Penerbit
Psikologi UGM, 1993).
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Bab 1 Pendahuluan

Bab ini membahas tentang: Penegasan judul, Latar belakang
masalah, Identifikasi dan Batasan masalah, Fokus dan Sub-sub
penelitian, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat
penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang relevan, Metode
penelitian dan Sistematika Pembahasan.
Bab Il Landasan Teori

Pada bab ini membahas tentang uraian kerangka teori yang
relevan dan terkait dengan tema skripsi. Adapun landasan teori
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Konsep hukum
siyasah tanfiziyah, konsep Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2007 tentang Penanggulangan Bencana, konsep Peraturan Daerah
Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016 tentang
Penanggulangan Bencana Daerah di Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus, dan idealnya
Penanggulangan Bencana. Tinjauan figh siyasah tanfiziyah juga
dituliskan sebagai konsep utama yang akan digunakan dalam
menganalisis objek penelitian.
Bab IIl-Deskripsi Objek Penelitian

Pada bab ini berisi Gambaran Umum Objek dan Penyajian
Fakta dan Data Penelitian. Adapun gambaran umum terdiri dari
sejarah Kabupaten Tanggamus, keadaan geografis Kabupaten
Tanggamus, keadaan  demografis® Kabupaten Tanggamus,
Gambaran Umum Masyarakat Pekon Sukaraja, dan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus. Selain
gambaran umum, pada Bab [l turut diuraikan mengenai
implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06
Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana Daerah sebagai
penyajian fakta. Adapun data penelitian yang diuraikan pada Bab
Il ialah berkenaan dengan jenis data dan teknik pengumpulan
data yang digunakan.

Bab IV Analisis Penelitian

Pada bab ini membahas Analisis Data Penelitian dan Temuan
Penelitian. Adapun analisis didasarkan pada data hasil observasi
dan wawancara mengenai Implementasi Peraturan Daerah
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Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016 tentang
Penanggulangan Bencana Daerah di Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus. Data tersebut kemudian
dianalisis menggunakan konsep figh siyasah tantiziyah.
Bab V Penutup

Pada bab ini berisi Kesimpulan dan Rekomendasi.
Kesimpulan ini menyajikan secara ringkas seluruh penemuan
yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun rekomendasi
dirumuskan berdasarkan hasil Penelitian oleh pihak-pihak terkait
dengan hasil penelitian yang bersangkutan.



BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab

sebelumnya, Penulis dapat merangkum kesimpulan sebagai
berikut:

1.

Implementasi pasal 5 huruf ¢ Peraturan Daerah Kabupaten
Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016 tentang Penanggulangan
Bencana Daerah yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus belum efektif. Upaya
penanggulangan bencana pada tahap Pra Bencana belum
sepenuhnya maksimal terutama pada pembuatan tanggul.
Sehingga  hal ini sarana dan prasarana dalam upaya
penanggulangan bencana tersebut tidak memadai, baik dari
segi financial (keuangan), maupun sosialisasi yang kurang
sehingga kerja sama dengan masyarakat dalam upaya menjaga
lingkungan masih perluditingkatkan = untuk mencapai
kemaslahatan bersama.

Dari perspektif figh siyvasah tantiziyah, Implementasi pasal 5
huruf ¢ Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06
Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana Daerah yang
dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tanggamus sudah sesuai dengan prinsip-prinsip
siyasah tanfiziyah serta syariat Islam yang berlandaskan Q.S.
An-Nisa[4]: 58.

B. Rekomendasi

1.

Hendaknya peneliti selanjutnya dapat mengkaji Peran Badan
Penanggulangan Bencana Daerah dalam Tahap Pasca Bencana
Banjir yang ditinjau menggunakan hukum syari’ah.

. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus dapat

memfasilitasi sarana prasarana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus dalam upaya

83
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penanggulangan
memaksimalkan
penanggulangan

bencana
sosialisasi

yang lebih efisien serta
kepada masyarakat terkait
bencana
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